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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan
hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut
hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui
akibat hukum dari perkawinan yang tidak
dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia.
Dengan  menggunakan  metode  penelitian
normatif, dapat ditarik kesimpulan vyaitu : 1.
Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama
saja tidak dapat dikatakan sah menurut Undang-
Undang di Indonesia. Walaupun perkawinan tidak
dicatat memiliki keabsahan menurut hukum
agama, khususnya Islam, namun ilegal menurut
hukum Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang perkawinan. Saat perkawinan tidak
dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum.
Tidak mempunyai bukti otentik berupa buku
Nikah. Sehingga dengan dianggap tidak sah
menurut Undang-Undang di Indonesia karena
tidak  mempunyai  bukti  otentik  atas
perkawinannya pada pasal 42 dan pasal 43
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan akan
menimbulkan akibat-akibat hukum. 2. Pada
perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku akan
berdampak bagi status istri dan anak yang
dilahirkan. Konsekuensi dari  ketidakjelasan
perkawinan ini terhadap istri adalah  secara
hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah,
istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari
suami jika istri meninggal dunia, istri tidak berhak
atas harga gono-gini jika terjadi perpisahan,
karena secara hukum perkawinan istri dianggap
tidak pernah terjadi begitu juga dengan anak yang
hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga ibunya.

Kata Kunci : keabsahan perkawinan yang tidak
dicatat
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan
yang merupakan makhluk sosial. Manusia
mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam
hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan
pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk
dapat hidup sebagai manusia yang aliran hukum
dipercayai bahwa Tuhan menciptakan perempuan
sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki
yang tujuannya adalah untuk hidup bersama
membina sebuah hubungan. ®

Perkawinan merupakan suatu perbuatan
hukum, yang dengan sendirinya tentu akan
menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya
hak dan kewajiban di antara para pihak yang
melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi
oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut.
Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan
sangat penting, tidak saja dalam hubungan
kekeluargaan, tetapi juga dalam bidang harta
kekayaan.®

Perkawinan merupakan institusi yang sangat
penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini
adalah melegalkan hubungan hukum antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan.’

Setelah  terjadinya  perkawinan  maka
terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan
suami, termasuk pula hubungan yang terkait
dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika
dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk
pula hubungan antara orang tua dengan
anak/anak-anak.

Pencatatan Perkawinan, tiap-tiap perkawinan
adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi
yang juga dimuat dalam daftar pencatatan
perkawinan untuk yang beragama Islam
dicatatkan di KUA, sedangkan untuk non-Islam
dicatatkan di Catatan Sipil.®

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat
dengan agama/kerohanian, dengan demikian
perkawinan tidak hanya mempunyai unsur
lahir/jasmani,tetapi unsur  batin/rohani  juga
mempunyai peranan penting.’
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Melalui ikatan perkawinan, sebenarnya juga
akan terjadi hubungan yang nantinya baru ada
setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga,
yaitu terkait dengan hak untuk mewarisi terhadap
harta dari pewaris (anggota keluarga yang
meninggal dunia). Kenyataan yang ditemui dalam
kehidupan  bermasyarakat masalah tentang
keabasahan perkawinan, jika suatu perkawinan
yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka
akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun
dengan sendirinya tidak sah.°

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)
menyebutkan bahwa, ‘“Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamannya  dan  kepercayaannya  itu.”!!
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip
pecatatan perkawinan terkait dengan dan
menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya
selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum
agamanya atau kepercayaan agamanya, juga
sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan), Pasal 1 memberikan pengertian
”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan sorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak cukup dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja melainkan
perkawinan itu harus dicatatkan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) yang
menentukan:  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.1?

Apabila perkawinan tersebut dilakukan
menurut masing-masing hukum agamanya atau
kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat,
perkawinan tersebut dianggap tidak memperoleh
perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak
dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-
anak vyang dilahirkan tidak memperolah
perlindungan hukum. Di Indonesia sudah banyak
terjadi masalah tentang keabsahan perkawinan ini.

Pencatatan perkawinan itu sangat penting
untuk dilaksanakan oleh pasangan mempelai,

Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, him
44,

10 Wiyono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia,
Sumur, Bandung, 1974, him. 3.
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2 pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

sebab surat/buku nikah itu, mereka dapat
membuktikan pula keturunan yang sah yang
dihasilkan  dari  perkawinan tersebut dan
memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris karena
pencatatan  perkawinan itu sangat besar
masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih dalam
era globalisasi seperti sekarang ini.** Karena di
era ini masih ada oknum yang tidak mencatat
perkawinannya karena mungkin perkawinan yang
dilakukan itu bermasalah, misalnya melaksanakan
nikah siri, kawin lari dan sebagainya dan cukup
banyak masalah hukum perkawinan yang timbul
dari perkawinan yang tidak dicatat ini.
Sebagaimana dengan masalah-masalah tersebut
akan membawa penderitaan kepada pihak istri dan
anak-anak yang ada dalam keluarga.'*

Suatu perkawinan haruslah dicatatkan kepada
negara, agar mendapatkan suatu kepastian hukum
atas kejelasan status pernikahan, namun dalam
Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor :
273/Pdt.P/2014/PA. Wtp, terdapat suatu perkara
dimana pengadilan memutus perkara pencatatan
perkawinan untuk mendapatkan akta nikah dan
akta kelahiran anak yang dimana perkara ini
dilandasi akan hubungan perkawinan yang tidak
tercatat di pengadilan.’®

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan
bahwa  pencatatan  perkawinan  bukanlah
merupakan syarat yang menentukan sahnya
perkawinan, karena segala perkawinan di
Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya
itu. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan
bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal
ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan
perkawinan merupakan hal yang sangat penting
dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu
merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu
perkawinan oleh negara dan hal ini banyak
membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan
perkawinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang
Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan beberapa rumusan masalah yang
menjadi pokok perhatian Penulis untuk dibahas
secara komprehensif dalam skripsi ini yaitu:

13 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di
Indonesia, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, him.
20.
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c86a73db6cf0880aff4becd10559c2¢.html.



1. Bagaimana keabsahan hukum perkawinan
yang tidak dicatatkan menurut hukum positif
di Indonesia?

2. Bagaimana Akibat hukum dari perkawinan
yang tidak dicatatkan menurut hukum positif
di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah
metode penelitian hukum normatif, bisa juga
disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

PEMBAHASAN
A. Keabsahan Perkawinan Yang Tidak

Dicatatkan Menurut Hukum Positif Di

Indonesia

Defenisi perkawinan menurut Prof. Dr. R.
Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu
suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat
yang termasuk dalam peraturan Hukum
perkawinan.’®*  Setelah berlakunya uu
Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam
perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
agama/kerohanian.!” Pengaturan hukum tentang
perkawinan telah berlaku sama terhadap semua
warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara
harus patuh terhadap hukum yang berlaku,
termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi
landasan untuk menciptakan kepastian hukum,
baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan
akibat hukum dari suatu perkawinan.8

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya
merupakan hak dasar dalam pelaksanaan
perkawinan yang juga merupakan langkah atau
upaya perlindungan terhadap isteri dan anak untuk
memperoleh hak-hak seperti hak waris dan lain-
lain. Terkait perkawinan yang tidak dicatatkan
dalam administrasi Negara mengakibatkan
perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam
hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-
hak lainnya sebagai istri yang akhirnya sangat
merugikan pihak perempuan.®

Pada kasus perkawinan Roslan bin Kude dan
Mardiana binti Jumaris yang dilaksanakan pada
tanggal 3 Maret 2004 di Malaysia yang

6 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985
Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Alumni, Bandung,
him.31.

"R, Soeroso. Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011
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Indonesia, Jakarta Timur, 1982, him. 3.

19 Ahmad Nuryani, “Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di
Indonesia”, https://kua-
gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-
pernikahan-di.htmll. Diakses tanggal 18 Oktober 2023.

dilaksanakan secara agama saja karena pernikahan
mereka terjadi di luar hukum Republik Indonesia
yaitu di Malaysia sehingga menyulitkan mereka
untuk mengurus segala urusan pencatatan sipil
dari pernikahan yang dilaksanakan tersebut.
Dalam kasus ini, Roslan bin Kude dan Mardiana
binti Jumaris mengajukan permohonan penetapan
nikah mereka di Indonesia sebagai kelengkapan
untuk mendapatkan buku nikah dan untuk
mengurus akta kelahiran dari kedua orang anak
mereka yaitu Rosdiana binti Roslan, umur 8 tahun
dan Nur Amanda binti Roslan, umur 1 tahun 9
bulan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)
menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamannya  dan  kepercayaannya  itu.”®
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip
pecatatan perkawinan terkait dengan dan
menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya
selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum
agamanya atau Kkepercayaan agamanya, juga
sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.
Perkawinan tidak cukup dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja melainkan
perkawinan itu harus dicatatkan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) yang
menentukan:  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.?*

Dalam kasus ini Roslan bin Kude dan
Mardiana binti Jumaris yang dilaksanakan pada
tanggal 3 Maret 2004 di Malaysia yang
dilaksanakan secara agama saja oleh imam
setempat yaitu Ustadz Jono dan yang menjadi
wali ayah kandung pemohon Il yang bernama
Jumaris dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah
masing-masing bernama Sudirman dan Tahir,
dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 300
RM (tiga ratus ringgit Malaysia). Perkawinan
yang dilaksanakan oleh Roslan bin Kude dan
Mardiana binti Jumaris merupakan perkawinan
yang tidak sah karena mereka hanya
melangsungkan perkawinan melalui agama
mereka yaitu menurut agama Islam, memang pada
dasarnya perkawinan yang sah menurut agama
Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara
hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena
memenuhi rukun dan syarat.?? Namun keduanya

20 |bid.
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22 Zuhri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkatuinan Islam dan
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, BinaCipta,
Bandung, 1978, him. 24.



tidak langsung mencatatkan atau melaporkan
perkawinan tersebut kepada pemerintah yang ada
khususnya di Indonesia padahal ketentuan yang
berlaku dalam waktu 1 (satu) tahun setelah
pasangan suami isteri kembali ke Indonesia,
mereka harus mendaftarkan perkawinan tersebut

di Indonesia untuk yang beragama muslim maka

dicatat di Kantor Urusan Agama dan untuk non

muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.?

Menurut Pasal 56 UUP:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar
Indonesia antara dua orang warga negara
Indonesia atau seorang warganegara
Indonesia dengan warganegara Asing adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang
berlaku di negara dimana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warganegara
Indonesia  tidak  melanggar  ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini.?*

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan
kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini
akan memberikan kepastian hukum terkait dengan
hak-hak suami atau isteri, kemaslahatan anak
maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. bila
perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan dan di
bawah Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan
dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 6
ayat (2) KHI menegaskan® :

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan

pegawai pencatat nikah tidak mempunyai

kekuatan hukum”

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan pasal 37 ayat 4,
mendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia
dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
yang bersangkutan tibadi Indonesia (dapat
ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor).
Kelalaian dalam mencatatkan, bisa terkena denda
(yang diatur dalam ketentuan tertulis di
Dukcapil).® Pada kasus ini Roslan bin Kude dan
Mardiana binti Jumaris sejak melangsungkan
perkawinan di Malaysia pada tanggal 3 Maret
2004 di Malaysia tidak melakukan pencatatan
perkawinan menurut hukum yang berlaku di
Indonesia, oleh karena itu ada akibat yang harus
mereka hadapi yaitu mereka ingin menuntut agar
perkawinan mereka ditetapkan melalui pencatatan
perkawinan di Indonesia agar mereka dapat
mengurus administrasi lainnya yang mereka

23 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

24 pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan.

% |wan Kartiwan, “Analisis Terhadap Pasal 6 ayat 2 KHI
Tentang Kekuatan Hukum Pencatatan Perkawinan”, 30
September 2014 https://badilag.mahkamahagung.go.id/.

% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

butuhkan seperti akta kelahiran dari kedua anak
mereka. Apabila perkawinan di luar negeri
tersebut  tidak dicatatkan di  Indonesia,
konsekuensinya perkawinan tersebut dianggap
tidak pernah ada. Dasar hukumnya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:
“Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di
luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor
pencatat perkawinan di indonesia maka
perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”?’

Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang
sangat mutlak sifatnya. Menyempurnakan akad
nikah adalah wajib, namun ia tidak semurna tanpa
adanya pencatatan. Terkait itu mencatatkan
perkawinanpun hukumnya wajib. Banyak sekali
kemaslahatan yang tercapai dengan adanya
pencatatan perkawinan.

Perkawinan harus dicatatkan, manfaat dari
pencatatan perkawinan itu sendiri adalah sebagai
berikut :%

1. Mendapat Perlindungan Hukum

Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT).

2. Memudahkan Urusan Perbuatan Hukum lain
yang Terkait dengan Perkawinan

Buku nikah akan membantu suami isteri

untuk melakukan kebutuhan lain yang

berkaitan dengan hukum.
3. Legalitas Formal Pernikahan di Hadapan

Hukum

Perkawinan yang dianggap legal secara

hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh

Petugas Pencatat (PPN) atau yang ditunjuk.

4. Terjamin Keamanannya

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara

resmi akan terjamin keamanannya dari

kemungkinan terjadinya pemalsuan dan
kecurangan lainnya.

Maka di perkawinan Roslan bin Kude dan
Mardiana binti Jumaris telah jelas tidak dapat
dikatakan sah menurut Undang-Undang yang
berlaku di Indonesia. Dapat dikatakan sah
menurut agama saja. Seharusnya perkawinan yang
dilakukan oleh Roslan bin Kude dan Mardiana
binti Jumaris di Malaysia harus segera di laporkan
ke KUA di Indonesia dalam kurung waktu 1 tahun
setelah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan
yang dilaksanakan tersebut dapat menimbulkan

27 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

28 Syahbana Tengku, Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia,
UMSU, Medan, 2012, him. 81.



dampak yang dapat merugikan banyak pihak yaitu
Mardiana binti Jumaris sebagai istri dan dampak
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan itu, yang tidak mempunyai bukti
otentik berupa Buku Nikah atas perkawinannya
dengan Roslan bin Kude karena perkawinan
tersebut tidak dicatatkan menurut hukum yaitu di
KUA di negara kedua belah pihak yaitu
Indonesia.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang
Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Positif
Di Indonesia
Pencatatan  perkawinan hanya bersifat

administratif tetapi harus dianggap penting karena
melalui pencatatan perkawinan tersebut akan
diterbitkan buku kutipan aku nikah yang akan
menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkan
sebuah perkawinan yang sah, tanpa adanya
pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan
akibat-akibat yang akan merugikan:

1. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun
perkawinan dilakukan menurut agama dan
kepercayaan,  namun  dimata  negara
perkawinan dianggap tidak sah

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibu dan keluarga ibu dasarnya adalah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang perkawinan perkawinan pasal 1 ayat
(1) 28 : “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan
warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan
yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut tidak berhak menuntut nafkah
ataupun warisan dari ayahnya.

a. Terhadap Istri
Perkawinan bawah tangan berdampak
sangat merugikan bagi istri dan
perempuan umumnya, baik secara hukum
maupun sosial. Secara hukum, istri tidak
dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak
berhak atas nafkah dan warisan dari suami
jika istri meninggal dunia, istri tidak
berhak atas harga gono-gini jika terjadi
perpisahan, karena secara  hukum
perkawinan istri dianggap tidak pernah
terjadi. Secara sosial, istri akan sulit
bersosialisasi karena perempuan yang
melakukan perkawinan bawah tangan
sering dianggap telah tinggal serumah
dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan
(kumpul  kebo) atau istri dianggap
menjadi istri simpanan. Berikutnya adalah
dapat ditalak kapan saja hal ini

dikarenakan perkawinan di bawah tangan
tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada
bukti hitam di atas putih, maka suami
akan dengan mudahnya menjatuhkan
talak terhadap istri kapan pun dia
kehendaki. Selanjutnya akibat hukum
lainnya apabila status perkawinan yang
tidak dicatatkan adalah istri tidak bisa
menggugat suami, apabila ditinggalkan
oleh suami, istri tidak memperoleh
tunjangan perkawinan dan tunjangan
pensiun suami, ketika mengurus akte
kelahiran mengalami kesulitan, ketika
terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa
memperoleh perkaranya yaitu harta gono
gini, kenang-kenangan yang diberikan
mantan dalam bentuk barang dan
semacamnya dan harta warisan.
b. Terhadap Anak®

Jika suatu perkawinan tidak pernah
dicatatkan di kantor catatan sipil maka
kerugiannya adalah, sulithya mengurus
akta kelahiran anak di kantor catatan sipil,
karena dibutuhkan suatu akta perkawinan
sebagai salah satu persyaratan untuk
mengurus akta kelahiran. Sehingga dalam
hal ini jika perkawinan tidak dicatatkan di
kantor catatan sipil maka akan merugikan
anak yang dilahirkan dari hasil
perkawinan itu sendiri. selain anak
dirugikan atas haknya untuk memperoleh
identitas yang termuat dalam akta
kelahiran,  kerugian  lainnya  akan
berdampak juga pada kedudukan anak
nantinya. Ditinjau dari Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019, dalam Bab IX
Undang-Undang perkawinan mengatur
tentang kedudukan anak terhadap orang
tuanya.

Dari kedudukan anak tersebut, seorang
anak di mata hukum tidak akan memiliki
hubungan keperdataan dengan ayahnya
jikalau ayahnya itu tidak mau mengakui
anaknya sebagai anak kandungnya
sendiri. kedudukan anak ini akan
berpengaruh juga terhadap haknya dalam
memperoleh warisan. Sehingga dalam hal
ini anak tidak akan memiliki hak apapun
termasuk hak mendapatkan warisan, itu
semua dikarenakan tidak  memiliki
hubungan perdata dengan si ayah jika
dipandang dari perspektif Undang-
Undang Perkawinan. Sehingga ayahnya
sesungguhnya tidak memiliki kewajiban

2 Candra, Mardi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia
Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Kencana,
Jakarta Timur, 2018, him. 45



dalam hal memberikan warisannya
kepada anak yang tidak diakuinya. Itu
justru akan merugikan anak untuk
memperoleh haknya dalam hal menerima
warisan. Berdasarkan pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan, “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan
keluarga ibunya dan ibunya saja.”
Sehingga anak ini kehilangan hak atas
nama atau hubungan perdata dengan
ayahnya, bahkan kehilangan nafkah
secara lahir maupun batin, pendidikan,
tempat tinggal, dan warisan jika ayahnya
meninggal dunia. Sehingga anak tidak
mempunyai hubungan hukum dengan
ayahnya. Hal ini akan berdampak pada
jiwa atau psikologis anak tersebut karena
ia dianggap sebagai anak luar kawin atau
anak yang terlahir dari perkawinan yang
tidak dicatatkan.
c. Terhadap laki-laki atau Suami
Hampir tidak ada dampak
mengkhawatirkan atau merugikan bagi
dari laki-laki atau suami yang menikah
bawah tangan dengan seorang perempuan,
yang terjadi justru menguntungkannya,
karena suami bebas untuk menikah lagi,
karena perkawinan sebelumnya yang di
bawah tangan dianggap tidak sah di mata
hukum. Suami bisa saja menghindar dari
kewajibannya memberikan nafkah baik
istri maupun kepada anak-anaknya.
d. Harta Bersama (Gono-Gini)

Perkawinan

Dampak hukum yang timbul akibat dari
perkawinan yang tidak dicatatkan jikalau
dikemudian hal terjadi perceraian, istri
sulit untuk mendapatkan hak atas harta
bersama mereka apabila suami tidak
memberikan. Selain itu, jika terdapat
warisan yang ditinggalkan suami, karena
suami meninggal dunia, istri dan anak
juga sangat sulit mendapatkan hak dari
harta warisan.*

Dalam

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut

agama saja tidak dapat dikatakan sah menurut
Undang-Undang di Indonesia. Walaupun
perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan
menurut hukum agama, khususnya Islam,

% paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia dalam
penelitian, Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Peremuan dan
Anak, www.idlo.int/bandaacehawareness. (20 Oktober
2023).
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namun ilegal menurut hukum Indonesia. Hal
tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan. Saat perkawinan tidak
dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan
hukum. Tidak mempunyai bukti otentik
berupa buku Nikah. Sehingga dengan
dianggap tidak sah menurut Undang-Undang
di Indonesia karena tidak mempunyai bukti
otentik atas perkawinannya pada pasal 42 dan
pasal 43 Undang-Undang Perkawinan
menyebutkan akan menimbulkan akibat-
akibat hukum.

Pada perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku akan berdampak bagi status istri dan
anak yang dilahirkan. Konsekuensi dari
ketidakjelasan perkawinan ini terhadap istri
adalah secara hukum, istri tidak dianggap
sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas
nafkah dan warisan dari suami jika istri
meninggal dunia, istri tidak berhak atas harga
gono-gini jika terjadi perpisahan, karena
secara hukum perkawinan istri dianggap tidak
pernah terjadi begitu juga dengan anak yang
hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibunya.

Saran

Sudah seharusnya mendapatkan penanganan
yang serius dari pemerintah mengenai
masalah pencatatan perkawinan ini. Masih
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya pencatatan perkawinan
dilakukan setelah perkawinan sah dilakukan
menurut agamanya masing-masing. Karena
masih banyak yang belum mengenai akan hal
itu. Kepada pemerintah agar memperkuat
sanksi terhadap orang-orang yang
melaksanakan  perkawinan yang tidak
dicatatkan baik itu secara agama saja ataupun
hanya secara  pencatatan  berdasarkan
perundang-undangan.

Disarankan kepada masyarakat tentang betapa
pentingnnya untuk mencatatkan perkawinan
mereka di kantor catatan sipil atau di kantor
Urusan  Agama, selain syarat tertib
administrasi perkawinan dan menentukannya
sah di mata hukum Negara, juga disebabkan
perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut
memiliki dampak terhadap keabsahan
perkawinan, juga menimbulkan kerugian bagi
isteri dan anak yang dilahirkan dalam
mendapatkan hak dan kewajiban apabila
suami/ayah meninggal dunia/cerai.
Disarankan  kepada masyarakat  untuk
mencatatkan  perkawinannya, agar dapat



memberikan perlindungan hukum kepada
pasangan suami-isteri tidak hanya bagi para
pihak yang melaksanakan perkawinan, hamun
juga memberikan perlindungan hukum bagi
anak yang dilahirkan dari perkawinan,
selanjutnya  juga  disarankan kepada
pemerintah untuk mensosialisasikan
pentingnya pencatatan perkawinan untuk
bertujuan memberikan perlindungan hukum
dan kepastian hukum bagi perkawinan.
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